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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai, faktor
penghambat dan pendukung, serta upaya pimpinan di Kantor Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias
Utara. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi dari pimpinan serta pegawai kecamatan. Hasil studi menunjukkan bahwa
implementasi tupoksi pegawai berjalan cukup baik, dengan pemahaman tanggung jawab dan peran
masing-masing serta arahan dan pengawasan dari pimpinan. Namun, terdapat hambatan signifikan
seperti keterbatasan jumlah pegawai, ketidakseimbangan beban kerja, minimnya pelatihan,
kurangnya sarana prasarana, dan komunikasi internal yang belum optimal. Di sisi lain, faktor
pendukung meliputi semangat kerja, dukungan pimpinan, dan kerja sama antarpegawai yang baik.
Upaya pimpinan dalam meningkatkan pemahaman tupoksi melalui pembinaan, sosialisasi, dan
pengawasan rutin telah dilakukan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala anggaran
dan fasilitas. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah peningkatan kapasitas aparatur,
pembinaan berkelanjutan, serta komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif. Langkah-langkah ini
diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi dan secara langsung meningkatkan
kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.

Kata Kunci: Implementasi Tupoksi, Tupoksi Pegawai, Kinerja Aparatur, Pelayanan Publik, Kantor
Kecamatan

Abstract

This study aims to examine the implementation of employees” main duties and functions (tupoksi), the
inhibiting and supporting factors, as well as leadership efforts at the Afulu Subdistrict Office, North Nias
Regency. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observation, and
documentation involving subdistrict leaders and staff. The findings show that the implementation of employees’
tupoksi is running fairly well, as reflected in their understanding of their respective responsibilities and roles,
as well as direction and supervision from the leadership. However, there are significant obstacles, such as a
limited number of staff, an imbalance in workload, minimal training, inadequate facilities and infrastructure,
and suboptimal internal communication. On the other hand, supporting factors include work enthusiasm,
leadership support, and good cooperation among employees. Efforts by the leadership to enhance employees’
understanding of their tupoksi through coaching, socialization, and reqular supervision have been carried out,
but their effectiveness remains limited due to budgetary and facility constraints. Therefore, the main
recommendations are to strengthen the capacity of the apparatus, ensure continuous coaching, and improve
communication and coordination. These measures are expected to optimize the implementation of tupoksi and
directly improve the quality of public services at the Afulu Subdistrict Office, North Nias Regency.
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PENDAHULUAN

Birokrasi sebagai instrumen pemerintahan diharapkan mampu mewujudkan layanan publik
yang akuntabel, efisien, transparan, efektif, dan adil. Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari
satu dekade belum sepenuhnya menunjukkan hasil maksimal dalam pelaksanaan fungsi pelayanan
kepada masyarakat, sehingga pemerintah masih menghadapi berbagai masalah dalam perilaku
birokrasi daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan (Usnaidi & Purnama, 2022).
Berbagai tantangan multidimensional seperti pungutan liar, korupsi, proseduralisme, dan
ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan masih kerap menjadi sorotan dalam
administrasi publik. Namun, permasalahan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan telah
lama menjadi perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dinilai kurang
berpihak kepada kepentingan publik (Rohayatin et al., 2018). Hal ini diperparah oleh birokrasi yang
belum sepenuhnya profesional, seringkali terintegrasi dengan kondisi politik lokal yang
menghambat optimalisasi pelayanan publik (Risnawan, 2017). Kondisi ini menegaskan urgensi
penelitian yang berfokus pada implementasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai guna
mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik (Jayadi et al., 2023).

Urgensi profesionalisme ini semakin menonjol mengingat amanat Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 yang menggarisbawahi kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pelayanan
yang profesional dan bermutu kepada masyarakat (Setiawan et al., 2023). Transformasi digital ini
juga membuka peluang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik secara daring,
memudahkan akses masyarakat, serta memungkinkan pelibatan komunitas lokal yang lebih luas
dalam proses perbaikan layanan publik, sebagaimana ditekankan dalam studi terkait sertifikasi
pelayanan publik (Holidin, 2020). Pentingnya digitalisasi ini didukung oleh temuan yang
menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mempercepat proses layanan hingga 40% lebih cepat
dibandingkan sistem birokrasi tradisional (Aziz, 2025). Faktor kesiapan infrastruktur, kapasitas
sumber daya manusia, dan adaptasi budaya kerja menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan
implementasi solusi digital, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya.
Fenomena ini menjadi krusial mengingat implementasi tugas pokok dan fungsi pegawai memiliki
implikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi pemerintahan
daerah.

Dalam konteks ini, penelitian mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi
implementasi tupoksi pegawai menjadi esensial untuk mengidentifikasi area perbaikan dan strategi
peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Peran pemerintah dalam menyelenggarakan layanan
publik sangat penting karena berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat (Setiawan et al.,
2025). Penelitian ini secara spesifik berupaya mengkaji bagaimana tugas pokok dan fungsi pegawai,
diimplementasikan, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam
pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis upaya-upaya pimpinan dalam
mengoptimalkan implementasi tupoksi pegawai, mengingat pentingnya peran kepemimpinan
dalam mendorong kinerja birokrasi dan transformasi organisasi (Telaumbanua, 2025; Podungge et
al., 2020). Studi ini akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan peluang
dalam optimalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan, sejalan dengan mandat pemerintah
untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (Rohayatin et al., 2018).
Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan yang
lebih efektif untuk peningkatan kapasitas aparatur dan perbaikan sistem birokrasi, khususnya di
lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi pegawali,
bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung memengaruhi implementasi tupoksi
pegawai, dan bagaimana upaya pimpinan dalam mengoptimalkan implementasi tugas pokok dan
fungsi pegawai.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara
mendalam implementasi tugas pokok dan fungsi pegawai, serta mengidentifikasi secara
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komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan yang telah diterapkan oleh
pimpinan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik di wilayah
tersebut, termasuk mempertimbangkan kesiapan dan kendala transformasi birokrasi digital (Syam
et al., 2023). Hal ini selaras dengan penelitian yang menyoroti kesiapan dan kendala implementasi
birokrasi digital di pedesaan, menunjukkan bahwa tantangan transformasi tidak hanya bersifat
teknis, tetapi juga melibatkan adaptasi budaya birokrasi terhadap inovasi (Syam et al., 2023).
Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana Kantor Kecamatan Afulu menanggapi tantangan
adaptasi teknologi dalam konteks manajemen sumber daya manusia, yang merupakan elemen
krusial dalam optimalisasi kinerja di era digital. Dengan demikian, analisis terhadap kesiapan
perangkat desa dalam mengimplementasikan birokrasi digital menjadi relevan untuk memahami
konteks adaptasi teknologi di tingkat kecamatan (Syam et al., 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dengan memperkaya khazanah
keilmuan di bidang implementasi kebijakan publik dan administrasi daerah, khususnya terkait
dengan optimalisasi tupoksi pegawai di daerah terpencil. Secara praktis, temuan studi ini
diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, khususnya Kantor Kecamatan Afulu,
dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja aparatur serta pengembangan kapasitas sumber
daya manusia untuk mendukung pelayanan publik yang lebih prima. Selain itu, hasil penelitian ini
dapat menjadi landasan bagi penyusunan program pelatihan berkelanjutan dan peningkatan
kompetensi pegawai (Hasbiah et al., 2024), mengingat pentingnya adaptasi terhadap perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat (Ishak et al., 2021).

Secara khusus, akan dibahas kerangka teori mengenai implementasi kebijakan, manajemen
sumber daya manusia, teori birokrasi, serta konsep inovasi dalam pemerintahan dan transformasi
digital (Sofianto, 2019, p. 101). Penelitian terdahulu mengenai efektivitas pelayanan digital dan
reformasi birokrasi di era digital akan menjadi landasan untuk memahami bagaimana optimalisasi
teknologi dapat meningkatkan efisiensi administrasi (Aziz, 2025; Syam et al., 2023). Oleh karena itu,
bagian ini akan secara komprehensif mengulas literatur yang relevan untuk membangun kerangka
konseptual yang kuat dalam menganalisis implementasi tupoksi pegawai. Selain itu, tinjauan ini
akan mengeksplorasi peran teknologi dalam manajemen sumber daya manusia untuk
meningkatkan kualitas dan produktivitas (Hasbiah et al., 2024). Hal ini meliputi evaluasi sistem
informasi manajemen kepegawaian, aplikasi digital untuk efisiensi kerja, serta pengaruhnya
terhadap kepuasan pegawai dan mutu layanan publik (Choirinisa, 2022).

Konsep implementasi merujuk pada proses di mana kebijakan atau program yang telah
dirumuskan diubah menjadi tindakan nyata, melibatkan serangkaian aktivitas dan interaksi antara
berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lebih lanjut, implementasi bukan sekadar
penerjemahan kebijakan, melainkan suatu proses dinamis yang dipengaruhi oleh konteks, kapasitas
pelaksana, dan karakteristik kebijakan itu sendiri, sehingga keberhasilannya sangat bergantung
pada interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut. Dalam konteks birokrasi, implementasi juga
mencakup penyesuaian struktural dan fungsional organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) secara efektif. Dengan demikian, implementasi tupoksi pegawai
melibatkan alokasi sumber daya, pengembangan prosedur operasional standar, serta pengawasan
dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara optimal.
Keberhasilan implementasi ini seringkali bergantung pada keselarasan antara tujuan kebijakan
dengan kapasitas pelaksana di lapangan, serta dukungan lingkungan eksternal dan internal
(Mahpuzah et al., 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi memerlukan pendekatan
holistik yang mempertimbangkan dimensi manusia, organisasi, dan kontekstual guna mencapai
hasil yang diharapkan. Peran manajemen kinerja sektor publik menjadi krusial dalam konteks ini,
mengingat pentingnya administrasi yang kompeten untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
tata kelola pemerintahan (Supawanhar et al., 2024).

Manajemen sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri individu
untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, mampu
mengelola diri serta potensi di lingkungannya demi mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang
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dan berkelanjutan (Irawan et al., 2023, p. 69). Oleh karena itu, implementasi tupoksi yang efektif
sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk rekrutmen,
pelatihan, serta pengembangan kompetensi yang relevan. Tantangan utama dalam konteks ini
meliputi rendahnya kompetensi sumber daya manusia, resistensi terhadap inovasi teknologi, dan
lambatnya proses birokrasi, yang semuanya dapat menghambat efisiensi pelayanan publik
(Hasbiah et al., 2024). Maka dari itu, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bergantung
pada perumusan yang cermat tetapi juga pada adaptasi strategis terhadap perubahan lingkungan
dan kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan peran baru. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui kompetensi dan disiplin kerja menjadi kunci utama dalam
optimalisasi kinerja pegawai, sebagaimana penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dan
motivasi pegawai adalah faktor penentu keberhasilan organisasi. Untuk itu, manajemen sumber
daya manusia berperan sentral dalam mengevaluasi kebutuhan, merekrut individu yang tepat, serta
mengoptimalkan pemanfaatan potensi mereka melalui insentif dan penugasan yang selaras dengan
tujuan organisasi (Tanauma et al., 2022).

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai merujuk pada uraian spesifik mengenai tanggung
jawab, wewenang, dan peran yang harus diemban oleh setiap individu dalam suatu organisasi guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup serangkaian aktivitas yang terstruktur
dan terukur, dirancang untuk memastikan setiap pegawai berkontribusi secara optimal terhadap
misi organisasi. Efektivitas implementasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ini sangat krusial karena
secara langsung berkorelasi dengan kinerja organisasi secara keseluruhan, terutama dalam konteks
pelayanan publik di mana akuntabilitas dan efisiensi menjadi prioritas utama. Keterkaitan antara
tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan capaian kinerja organisasi menyoroti pentingnya
kejelasan deskripsi pekerjaan dan pemahaman yang mendalam dari setiap pegawai terhadap
perannya (Mulang, 2023, p. 38).

Kejelasan mengenai tupoksi juga memungkinkan evaluasi kinerja yang objektif, yang pada
gilirannya dapat mendorong akuntabilitas dan motivasi pegawai untuk terus meningkatkan
kualitas kerjanya. Sebaliknya, ketidakjelasan dalam uraian tugas dapat menyebabkan tumpang
tindih tanggung jawab, penurunan motivasi, dan hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi
secara keseluruhan. Pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, didukung oleh sarana dan
prasarana memadai, terbukti vital dalam merealisasikan visi dan misi organisasi. Fokus pada
peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan
lingkungan kerja menjadi imperatif untuk menjamin relevansi dan efisiensi organisasi publik di era
modern. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan setiap pegawai
memahami secara mendalam tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus memiliki motivasi dan
lingkungan kerja yang kondusif untuk berkinerja optimal (Hutagalung, 2022, p. 201).

Kinerja aparatur merupakan refleksi dari efektivitas dan efisiensi individu dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai sasaran organisasi, khususnya dalam
konteks pelayanan publik yang membutuhkan kualitas dan akuntabilitas tinggi. Hal ini tidak hanya
mencakup pencapaian target kerja, tetapi juga bagaimana proses pencapaian tersebut dilakukan,
termasuk aspek etika, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kinerja
yang optimal dari aparatur sipil negara adalah prasyarat fundamental untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat
(Agustiyanto et al., 2019, p. 142). Penilaian kinerja aparatur menjadi krusial untuk mengidentifikasi
area peningkatan dan memastikan setiap individu berkontribusi maksimal terhadap visi organisasi.
Pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan produktivitas
karyawan dan kualitas kerja, yang pada akhirnya akan menguntungkan organisasi (Yahya & Yani,
2023, p. 48). Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang akurat dan berkesinambungan menjadi
esensial untuk memantau progres, memberikan umpan balik konstruktif, serta menyusun program
pengembangan kapasitas yang relevan (Muhiban & Rosmansyah, 2022). Pentingnya kualitas
sumber daya manusia sebagai ujung tombak pelayanan publik menuntut adanya peningkatan
kompetensi dan integritas aparatur secara berkelanjutan (Tyas & Talkah, 2022). Pengembangan ini
harus meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar aparatur mampu menghadapi
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tantangan kompleks di era digital saat ini. Selain itu, komitmen dan disiplin diri, bersama dengan
iklim organisasi yang positif, merupakan faktor pendorong signifikan dalam meningkatkan kinerja
pegawai (Masroh & Sapruwan, 2023). Dengan demikian, pengembangan kompetensi yang
berkelanjutan, selaras dengan persyaratan undang-undang, sangat penting bagi Pejabat Sipil
Negara untuk memastikan keterampilan mereka memenuhi standar yang ditetapkan dan tuntutan
layanan publik yang berkembang (Setiawan, 2025). Komitmen untuk pengembangan profesional
yang berkelanjutan ini sangat penting untuk mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi
dan memastikan pemberian layanan publik yang efisien dan efektif (Salafudin et al., 2025).

Berbagai elemen, baik internal maupun eksternal, dapat memengaruhi secara signifikan
keberhasilan implementasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai di lingkungan pemerintahan,
yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pelayanan publik. Salah satu faktor internal krusial
adalah kompetensi dan kepuasan kerja pegawai, yang secara langsung berkorelasi dengan kinerja
mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien dan efektif (Azikin & Yusuf, 2021).
Selain itu, motivasi kerja, integritas, dan komitmen organisasi juga merupakan pilar utama yang
membentuk perilaku dan kinerja pegawai (Dewi et al., 2024). Selanjutnya, dukungan manajemen,
ketersediaan sarana prasarana, serta sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur
turut berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi optimalisasi
implementasi tupoksi (Rasyid, 2020). Faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah, regulasi yang
berlaku, serta dukungan dan partisipasi masyarakat, juga memiliki pengaruh besar terhadap
efektivitas implementasi tupoksi. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis mendalam terhadap
faktor-faktor ini menjadi esensial untuk merumuskan strategi intervensi yang tepat guna
meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian ini akan
menganalisis secara mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan memengaruhi
kinerja implementasi tupoksi, dengan harapan dapat mengidentifikasi area strategis untuk
intervensi perbaikan.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memberikan
gambaran komprehensif mengenai implementasi tupoksi pegawai melalui analisis mendalam
terhadap data lapangan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi fenomena secara
holistik, memahami konteks sosial, serta interpretasi subjektif dari para partisipan. Metode kualitatif
deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam dinamika
implementasi tupoksi, mengidentifikasi hambatan dan pendorong, serta memahami perspektif
pimpinan dan pegawai.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi langsung, dan studi
dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Wawancara akan dilakukan dengan
informan kunci seperti kepala kecamatan, sekretaris kecamatan, kepala seksi, serta staf pelaksana
untuk menggali informasi mengenai pemahaman, pelaksanaan, hambatan, dan solusi terkait
tupoksi mereka. Observasi langsung akan berfokus pada dinamika kerja sehari-hari, interaksi
antarpegawai, serta penggunaan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia, sedangkan studi
dokumentasi akan mencakup analisis rekaman rapat, laporan kinerja, dan peraturan internal yang
relevan.

Teknik analisis data akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif,
melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data akan
melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi
data mentah dari lapangan, sedangkan penyajian data akan berbentuk narasi, matriks, grafik, dan
jaringan untuk mengorganisasi informasi secara sistematis. Penarikan kesimpulan akan dilakukan
secara induktif berdasarkan temuan-temuan yang muncul dari data lapangan, diverifikasi melalui
triangulasi data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan (Sugiyono, 2018). Peneliti juga
bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, serta melakukan
tindakan yang diperlukan untuk menemukan hasil riset yang sesuai dengan strategi yang
dibutuhkan (Hermawan & Hadi, 2024, p. 331).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini juga akan membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya mengenai kinerja
aparatur desa dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk mengidentifikasi kesamaan dan
perbedaan (Laoli & Telaumbanua, 2025; Dinillah & Rodiyah, 2024). Hasil siklus analisisnya seperti
yang tergambarkan dibawah ini:

Umpan balik
untuk perbajkan

Gambar 1. Kinerja Pelayanan Dan Pencapaian Tujuan Organisasi

Diagram menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi tidak
berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari suatu siklus kebijakan dan praktik di kantor. Siklus ini
dimulai dari upaya pimpinan dalam meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Tupoksi,
kemudian berlanjut pada implementasi Tupoksi pegawai, yang dalam praktiknya akan
menampakkan berbagai faktor penghambat dan pendukung. Faktor-faktor tersebut kemudian
menjadi umpan balik bagi pimpinan untuk memperbaiki kebijakan maupun pola pembinaan,
sehingga siklus perbaikan berlangsung secara berkelanjutan.

Pimpinan memegang peran kunci dalam memastikan seluruh pegawai memahami dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Upaya tersebut antara lain dilakukan
melalui:

a. Sosialisasi Tupoksi, sehingga pegawai mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung
jawab, wewenang, dan peran masing-masing jabatan;

b. Penyusunan dan penegakan SOP serta pembinaan, sehingga alur kerja menjadi lebih terstruktur
dan meminimalkan tumpang tindih tugas;

c. Monitoring dan evaluasi, yaitu pengawasan, penilaian, dan pemberian umpan balik terhadap
kinerja pegawai.

Panah dari kotak Upaya Pimpinan menuju Implementasi Tupoksi Pegawai menjelaskan
bahwa semakin tepat dan konsisten upaya pimpinan, semakin baik pula kualitas pelaksanaan
Tupoksi di tingkat pegawai.
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Di sini fokusnya adalah bagaimana pegawai menerjemahkan Tupoksi ke dalam tindakan
nyata sehari-hari, antara lain:

a. Pelaksanaan tugas sesuai jabatan, yaitu kesesuaian antara uraian tugas dengan pekerjaan yang
benar-benar dilakukan;

b. Koordinasi dan komunikasi kerja, baik secara horizontal (antarpegawai/seksi) maupun vertikal
(dengan atasan dan bawahan);

c. Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja, sebagai bentuk akuntabilitas dan bahan evaluasi.

Dari implementasi inilah kemudian terlihat apakah Tupoksi sudah dijalankan secara optimal
atau masih terdapat kendala. Panah dari Implementasi Tupoksi Pegawai menuju Faktor
Penghambat & Pendukung menunjukkan bahwa praktik di lapangan akan mengungkapkan faktor
apa saja yang membantu maupun menghambat pelaksanaan Tupoksi.

Di dalamnya secara garis besar dibedakan menjadi:

Faktor pendukung:

1. SDM yang kompeten dan berpengalaman;

2. Sarana prasarana yang memadai;

3. Budaya kerja yang positif, disiplin, dan kolaboratif;

4. Dukungan pimpinan dan rekan kerja.

Faktor penghambat:

1. Kekurangan jumlah pegawai atau penempatan yang kurang tepat;
2. Sarana prasarana terbatas atau tidak layak;

3. Disiplin, motivasi, dan komitmen pegawai yang rendah;

4. Ketidakjelasan pembagian tugas dan koordinasi.

Panah dari kotak Faktor Penghambat & Pendukung kembali menuju Upaya Pimpinan
melambangkan mekanisme umpan balik. Artinya, hasil identifikasi terhadap faktor penghambat
dan pendukung itulah yang menjadi dasar bagi pimpinan untuk menyusun langkah korektif,
misalnya memperkuat pembinaan, memperjelas SOP, menambah atau mengalihkan pegawai,
maupun mengusulkan pengadaan sarana prasarana.

Kinerja pelayanan & pencapaian tujuan organisasi”. Bentuk elips ini menggambarkan output
dan outcome dari keseluruhan siklus. Panah putus-putus dari Implementasi Tupoksi Pegawai
menuju elips tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelaksanaan Tupoksi secara langsung
berpengaruh pada:

Mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;

1. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian urusan;

2. Tingkat kepuasan masyarakat;

3. Terwujudnya tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan program kerja.

Dengan demikian, diagram tersebut menegaskan bahwa kinerja organisasi yang baik hanya
dapat dicapai bila ada sinergi antara:

1. Upaya pimpinan yang jelas dan konsisten,

2. Implementasi Tupoksi yang efektif di tingkat pegawai, dan

3. Pengelolaan faktor penghambat dan pendukung secara berkelanjutan melalui mekanisme
umpan balik.

1. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pegawai

Implementasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai secara umum berjalan cukup baik.
Struktur organisasi, uraian jabatan, serta pembagian tugas antar-seksi (pemerintahan, kesejahteraan
rakyat, pelayanan umum, program, dan lain-lain) telah menjadi dasar pelaksanaan kerja sehari-hari.
Pegawai pada umumnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, menjalankan tugas
administrasi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang kerja, serta mendapatkan arahan dan
pengawasan dari camat dan sekretaris kecamatan. Kedisiplinan dan tanggung jawab kerja dinilai
berada pada kategori cukup baik; sebagian besar pegawai hadir tepat waktu, menyelesaikan
pekerjaan sesuai jadwal, dan menjaga sikap profesional dalam memberikan layanan. Koordinasi
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kerja dilaksanakan melalui rapat rutin, arahan pimpinan, dan evaluasi berkala sehingga alur
pelayanan publik relatif tertib.

Meski demikian, hasil wawancara dan observasi menunjukkan masih terdapat beberapa
kelemahan. Ketidakseimbangan beban kerja antar-bagian, tumpang tindih tugas pada kondisi
tertentu, serta pelaksanaan tugas tambahan di luar uraian jabatan muncul akibat keterbatasan
jumlah pegawai dan variasi volume pekerjaan. Sebagian pegawai—terutama yang baru atau
mengalami rotasi jabatan —belum sepenuhnya memahami rincian tupoksi secara mendalam, dan
masih melaksanakan tugas berdasarkan kebiasaan kerja, bukan semata-mata merujuk dokumen
tupoksi tertulis. Kondisi ini menegaskan perlunya pembinaan dan penguatan pemahaman tupoksi
secara berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Pelaksanaan Tupoksi
Pelaksanaan tupoksi di Kantor Kecamatan Afulu dipengaruhi kombinasi faktor penghambat
dan faktor pendukung, baik yang bersumber dari aspek internal maupun eksternal organisasi.

Dari sisi faktor penghambat, temuan utama meliputi:

a. Keterbatasan sumber daya manusia: jumlah pegawai belum sebanding dengan beban kerja,
sehingga terjadi perangkapan tugas dan potensi ketidakseimbangan beban antarbagian.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja: perangkat komputer, jaringan internet, dan fasilitas
administrasi belum memadai, sehingga sebagian pekerjaan masih dilakukan secara manual dan
memerlukan waktu lebih lama.

c. Komunikasi dan koordinasi internal yang belum optimal: kesenjangan informasi antar-seksi,
koordinasi lintas bagian yang belum intensif, serta pengelolaan waktu kerja yang belum efisien
mengakibatkan keterlambatan penyelesaian beberapa kegiatan administrasi.

d. Variasi kedisiplinan dan motivasi kerja: meskipun semangat kerja secara umum baik, masih
terdapat pegawai yang kurang konsisten dalam ketepatan waktu dan kerapian administrasi.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang cukup kuat:

a. Komitmen dan semangat kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan sumber daya.

b. Dukungan dan arahan pimpinan, terutama melalui motivasi, pembinaan, dan pengawasan rutin
yang mendorong kejelasan peran dan tanggung jawab.

c. Kerja sama dan hubungan kerja yang harmonis antarpegawai dan antarbagian, termasuk sinergi
dengan pemerintah desa di wilayah kecamatan.

d. Budaya gotong royong dan rasa kekeluargaan di lingkungan kerja yang memperkuat solidaritas
dan kesiapan saling membantu dalam menyelesaikan tugas.

e. Kombinasi faktor penghambat dan pendukung ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur
kecamatan berjalan dalam konteks keterbatasan struktural, namun tetap didukung modal sosial
organisasi yang cukup kuat.

3. Upaya Pimpinan dalam Meningkatkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tupoksi
Upaya pimpinan, khususnya camat dan sekretaris kecamatan, berfokus pada penguatan

pemahaman dan pelaksanaan tupoksi melalui pembinaan, sosialisasi, pengawasan, serta penataan

sistem kerja. Beberapa bentuk upaya yang teridentifikasi, antara lain:

a. Pembinaan dan pengarahan rutin melalui rapat koordinasi, diskusi internal, dan evaluasi berkala
untuk menegaskan kembali peran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan standar pelayanan publik.

b. Sosialisasi internal mengenai uraian jabatan dan tupoksi masing-masing posisi, yang diarahkan
agar pembagian tugas menjadi lebih jelas dan mengurangi tumpang tindih pekerjaan.

c. Pengawasan berjenjang melalui pemantauan langsung pelaksanaan tugas, laporan kerja
pegawai, serta rapat evaluasi sebagai sarana koreksi dan perbaikan.

d. Dorongan untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur, baik yang
diselenggarakan pemerintah daerah maupun melalui pembinaan internal, meskipun masih
terkendala keterbatasan anggaran dan jadwal pelatihan.
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e. Penerapan dan pemanfaatan teknologi administrasi (misalnya dalam surat-menyurat dan
pelayanan kependudukan) untuk mempercepat proses pelayanan, walaupun masih dihadapkan
pada kendala jaringan internet dan kemampuan teknis sebagian pegawai.

f. Penguatan budaya kerja kolaboratif melalui pembagian tugas yang lebih terbuka, ajakan untuk
saling membantu, dan penekanan pada rasa tanggung jawab bersama terhadap kualitas
pelayanan publik.

Secara umum, upaya pimpinan telah mengarah pada perbaikan sistematis pelaksanaan
tupoksi, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan sarana, sumber daya manusia, dan
intensitas pelatihan teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tupoksi pegawai di Kantor Kecamatan
Afulu berada pada kategori cukup baik namun belum optimal. Kejelasan struktur organisasi, uraian
jabatan, dan pembagian tugas yang relatif teratur sejalan dengan pandangan Siagian (2020) bahwa
efektivitas birokrasi sangat ditentukan oleh perumusan peran dan fungsi yang jelas dalam
organisasi. Namun, temuan mengenai ketidakseimbangan beban kerja, perangkapan tugas, dan
masih perlunya pembinaan berkelanjutan menegaskan bahwa aspek implementasi tupoksi tidak
hanya bergantung pada dokumen struktural, tetapi juga pada kapasitas dan distribusi sumber daya
manusia. Keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan teknologi yang belum memadai
mendukung pandangan Handoko (2019) dan Mangkunegara (2018) yang menempatkan fasilitas
kerja sebagai salah satu determinan langsung produktivitas pegawai. Dalam konteks Kantor
Kecamatan Afulu, keterbatasan fasilitas menyebabkan proses administrasi berjalan lebih lambat dan
mengharuskan penggunaan prosedur manual, sehingga memengaruhi kecepatan layanan kepada
masyarakat.

Dari sisi komunikasi dan koordinasi internal, temuan mengenai masih adanya kesenjangan
informasi dan koordinasi lintas bagian yang belum intensif sejalan dengan Robbins dan Judge (2017)
yang menekankan komunikasi efektif sebagai prasyarat utama bagi koordinasi dan kerja sama
organisasi. Walaupun hubungan kerja antarpegawai cenderung harmonis, intensitas dan kualitas
komunikasi formal masih perlu diperkuat agar setiap kebijakan dan instruksi pimpinan dipahami
secara seragam di seluruh bagian.

Faktor pendukung berupa semangat kerja, komitmen pelayanan, dan budaya gotong royong
memperlihatkan adanya modal sosial organisasi yang kuat. Kondisi ini mendukung pandangan
Mangkunegara (2018) dan Hasibuan (2019) bahwa motivasi kerja, kepemimpinan, dan iklim
organisasi yang kondusif mampu mengimbangi keterbatasan struktural, meskipun tidak dapat
sepenuhnya menggantikan kebutuhan akan perbaikan sistem dan infrastruktur kerja. Terkait peran
kepemimpinan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa camat dan sekretaris kecamatan telah
menjalankan fungsi pengarahan, pembinaan, dan pengawasan secara konsisten. Kondisi ini sejalan
dengan perspektif Siagian (2020), dan Terry (2019) bahwa kepemimpinan efektif pada sektor publik
ditandai dengan kemampuan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan
berkelanjutan, serta mendorong motivasi dan tanggung jawab bawahan. Namun, keterbatasan
dalam tindak lanjut evaluasi dan intensitas pelatihan menunjukkan bahwa peran kepemimpinan
masih memerlukan penguatan pada aspek manajemen kinerja dan pengembangan kapasitas
pegawai.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tupoksi pegawai di Kantor Kecamatan Afulu
menggambarkan situasi organisasi publik yang beroperasi di tengah keterbatasan struktural dan
fasilitas, tetapi didukung oleh kepemimpinan yang relatif aktif dan budaya kerja yang kolaboratif.
Optimalisasi pelaksanaan tupoksi ke depan memerlukan:

a. penataan kembali beban kerja dan distribusi pegawai,

b. peningkatan kualitas sarana-prasarana dan teknologi pendukung,

c. penguatan sistem komunikasi dan koordinasi internal, serta

d. program pelatihan dan pembinaan yang lebih terencana dan berkesinambungan.

Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, implementasi tupoksi diharapkan mampu
berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Afulu
Kabupaten Nias Utara.
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SIMPULAN

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
pegawai secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Struktur
organisasi, uraian jabatan, dan pembagian tugas telah menjadi landasan utama pelaksanaan kerja,
sehingga pegawai pada dasarnya memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
Kedisiplinan, tanggung jawab kerja, serta koordinasi melalui rapat dan evaluasi rutin turut
mendukung terlaksananya pelayanan administrasi dan pelayanan publik secara tertib. Namun,
masih dijumpai ketidakseimbangan beban kerja, perangkapan tugas, serta pemahaman tupoksi
yang belum merata, terutama pada pegawai baru atau yang mengalami rotasi jabatan.

Pelaksanaan tupoksi di Kantor Kecamatan Afulu dipengaruhi oleh kombinasi faktor
penghambat dan pendukung. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan jumlah dan
kompetensi pegawai, minimnya sarana dan prasarana kerja, termasuk fasilitas administrasi dan
jaringan internet, serta komunikasi dan koordinasi internal yang belum sepenuhnya optimal. Di sisi
lain, semangat kerja pegawai, dukungan dan arahan pimpinan, budaya kerja sama, serta hubungan
kerja yang harmonis antarpegawai dan dengan pemerintah desa menjadi faktor pendukung yang
signifikan. Modal sosial berupa komitmen pelayanan dan gotong royong tersebut mampu menjaga
keberlangsungan kinerja pelayanan meskipun organisasi dihadapkan pada berbagai keterbatasan
struktural.

Upaya pimpinan dalam meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan tupoksi telah dilakukan
melalui pembinaan, sosialisasi, pengawasan rutin, dan dorongan pengembangan kapasitas
aparatur, termasuk pemanfaatan teknologi administrasi. Kepemimpinan camat dan sekretaris
kecamatan berperan penting dalam memperjelas peran, menegakkan disiplin, dan mendorong
akuntabilitas kinerja pegawai. Meski demikian, efektivitas upaya tersebut masih dibatasi oleh
kendala anggaran, keterbatasan fasilitas, dan intensitas pelatihan yang belum berkelanjutan.
Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur, penataan beban kerja yang lebih proporsional,
peningkatan sarana-prasarana dan teknologi, serta perbaikan sistem komunikasi dan koordinasi
internal menjadi kunci untuk mengoptimalkan implementasi tupoksi dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
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